GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1994 / VIII / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020
berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian di
Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, yang
menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat
membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

bahwa untuk meringankan beban masyarakat namun
tetap mendorong masyarakat membayar Pajak
Kendaraan bermotor, perlu memberikan insentif pajak
kepada kelompok tertentu yang paling terdampak atas
adanya pandemi Covid-19;

bahwa pemberian insentif pajak berupa keringanan,
pengurangan dan pembebasan pajak merupakan
kewenangan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan
Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2017,

bahwa  berdasarkan = pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
296);

4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

: Memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor

di Provinsi Sulawesi Selatan.

: Pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU berupa:

1. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau
pembebasan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif
terhadap kendaraan bermotor yang akan diproses Bea
Balik Nama Penyerahan Kedua (BBNKB II) dan seterusnya;

2. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Tarif
Pajak Kendaraan Bermotor Progresif terhadap kendaraan
bermotor angkutan umum orang/penumpang;

3. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap
kendaraan bermotor yang nilai jualnya Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah berdasarkan
Peraturan Gubernur yang berlaku;

4. pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap
Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk; dan



5. pembebasan Tarif Progresif terhadap kendaraan angkutan
barang yang terdaftar atas nama pribadi.

KETIGA : Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang
melakukan pembayaran pada tanggal 1 September sampai
dengan 29 September 2020.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan untuk:

a. memantau, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan
mengawasi pelaksanaan Keputusan ini;

b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan
mengambil langkah-langkah yang perlu dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada huruf a; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur
Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2020

UBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Tembusan:

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Pertinggal.

ARl



